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KATA PENGANTAR

I/fritik terhadap dominasi budaya barat pada teori dan
l\pendekatanyang d ipa kai dalam disiplin ilmu kesejahteraan

social (social work) sudah muncul semeniak dekade 1970 an. Ini
kemudian memunculkan gerakan indigenisasi atau pribumisasi
peker.iaan social pada konteks negara-negara berkembang, yang
sebenarnya juga merupakan bagian dari fenomena indigenisasi
dalam ilmu-ilmu sosial lain. Dalam tiga decade terakhir wacana
mengenai pribumisasi sudah menladi isu penting dalam pekerjaan
social dan menradi tema dari berbagai buku, seminar dan
penelitian.

Namun dalam konteks Indonesia, isu ini banyak dilirik oleh
akademisi maupun praktisi pekerja sosial, meski mungkin praktek
pribumisasisudahdilakukan dalam programdanintervensi masalah -
masalah sosial. Berangkat dari pemikira:r tersebut, program studi
Interdisciplinary lslamic Studies Pascasariarra UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta menyelenggarakan seminar yang berludul pribumisasi
Pekeriaan Sosial: Sebuah Upaya Dekolonialisasi Teori Dan
Praktek Pekeriaan Sosial. Seminar ini dimaksudkan untuk lebih
dari sekedar m€mbincangkan "wacana", tetapi lebih jauh lagi,
mengidentifikasi sejauh bagaimana sebenarnya upaya pribumisasi
dan kontektualisasi praktek pekerjaan socialsudah dilakukan. Dari
kacamata UIN, pribumisasi pekerjaan sosial memiliki urgensi yang
Iebih dalam karena tuntutan upaya intagrasi interkoneksi yang
menjadi core values UIN Sunan Kalijaga dalam pengembangan
keilmuannya. Karena itu isu agama, lslam, pada khususnya dan
pekerjaan sosial menjadi bagian yang penting dalam seminar dan
buku ini.
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Di tengah langkanya diskusi tentang pribumisasi pekeriaan
sosial di Indonesia, buku ini diharapkan bisa memperkaya wacana.

Namun lebih pentingnya, semoga tulisan-tulisan dalam buku ini
mampu menggairahkah kembali langkah dan upaya ilmuwan dan
praktisi pekeriaan sosial Indonesia, untuk meningkatkan rasa

kepemilikan (ownership) terhadap ilmu dan praktek pekerjaan

sosial. Dari kacamata praktis, semoga buku ini bisa meniadi rujukan
untuk menformulasikan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat lokal. Akhirnya, atas terbitnya buku ini tidak lupa kami
mengucapkan terima kasih terutama kepada Direktur Pascasariana
UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. Khoirudin Nasution, MA., para penulis
(kontributor) yang telah bersedia meluangkan waktunya, dan
kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak ikut
membantu terbitnya buku ini. Semoga buku ini bermanfaat untuk
para pembaca sekalian.

Selamat membaca!
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PENDAHULUAN

Ro'fah

(Ketua Progrom Studi lnterdisciplinary lslamic Studies (llS)
Pascasarjanon UIN Sunan Koliioga)

Bagaimana relevansi teori dan praktek pekerjaan sosial (sociol

u/ork) dalam konteks negara-negara non-Barat? Pertanyaan ini
muncul pertama kali ketika PBB melakukan survey terhadap
pendidikan pekerja sosial pada tahun 1971 (Walton & Abo El

Nasc 1988). Secara implisit, pertanyaan tadi ingin menggaris
bawahi bahwa teori- teori yang diusung dalam disiplin pekerjaan

sosial dinilai "sangat Amerika", dan karenanya, tidak tepat untuk
diaplikasikan dalam konteks negara-negara Timur yang memiliki
latar belakang budaya, nilai, dan kondisi sosial-politik yang berbeda.
lnilah yang kemudian memunculkan diskusi indigenisasi - disebut
juga pribumisasi dalam tulisan ini -- pekerjaan sosial pada awal
dekade 1970-an. Sebagaimana banyak di singgung dalam berbagai
literatuc pekerjaan sosial merupakan bidang kaiian yang diimpor ke

negara-negara berkembang bersamaan dengan arus kolonialisasi
pada abad 20. Tidak heran iika disiplin dan praktek pekeriaan

sosial dianggap sarat dengan dominasi dan hegemoni Barat. Dalam
berbagai literatur pribumisasi pandangan ini direfleksikan dalam
beberapa istilah seperti "professional imperialism" (Midgley
1981) dan "cultural imperialism" (Hodge, 1980; Ngan, 1993;

Prage; 1985J. Midgley [1981J dan pendukung pribumisasi lain

iuga mempertanyakan relevansi nilai dan prinsip penting yang

meniadi landasan filosofis-epistimologis pekeriaan sosial seperti
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PENDEKATAN DAI{ STRATEGI ALTERNATIF
PEMBANGT'NAN INDONESIA

Paiar Hatma Indra IaYa

Pendahuluan
fim lfe dan Frank Tesoriero [2008: 4J mengatakan seiak tahun

1986 negara keseiahteraan menunjukkan tanda-tanda yang jelas

bahwa iaiedang mengalami periode krisis karenaketidaksanggupan

darinegara-negara penganutnegarakeseiahteraan untukm-embiayai

kebutu"han lamlnan sosial penduduknya Hal ini terjadi karena

inefisensi dalam progratn-programnya Tahun 2012' teriadi krisis

ekonomi di Eropa yang dimulai dari Yunani' Krisis ini terjadi akibat

hutang yang terlalu besar dari Yunani karena inefisiensi anggaran

.intrt *U.iai, gaji pegawai, dan praktik korupsi Salah satu yang

memperparah krisis ini adalah ko nsep werare state berupa iaminan
.oriui yung mahal dan memanjakan masyarakat sehingga ketika

ada ide pe"nghematan dengan mengurangi fasilitas jaminan sosial'

*".yrrikrt menjadi reaktif untuk menolaknya langan-iangan
inefisiensi dan masalah yang sama terjadi di Indonesia'

Dalam dunia pembangunan (pengembangan) masyarakat

(community development/comdev') di lndonesia' khususnya

iengentasln kemiskinan, ada inefi siensi anggaranyang menunjukan

Lahiva pilihan pr ogram comdev yang sedang di jala-nkan.pemerintah

tidak tlpat. Argumen ini muncul ketika membandingkan data

,nggr.r., yang telah dikucurkan pemerintah dengan tingkat

keberhasilan program pengurangan angka kemiskinan' Pada

tahun 2013 pL-".ltttrtt menganggarkan 106,8 trilyun (http://
kominfonewscenter.com) untuk program pengembangan

masyarakat (antara lain untuk Program Keluarga Harapan Rp'

2,9 iriliun, pNptvt Mandiri Rp 13,4 triliun), namun hasilnya angka
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kemiskinanmalahbertambah2l0.0l0jiwapadatahun2ol4.Data
ini berasal dari BPS, namun berbeda dengan data yang disampaikan

iuryamin (Kepala BPS) ke media on line yang mengat"Il tingkat

kemiskinan Indonesia menurun dari 28,60 menjadi 28'28 juta jiwa

(berkurang 320.000 jiwa) (http:/ /www'voaindonesia'com' Lihat
pga http:rekbis.rmoi -co/read/2O13). Sedangkan pada tahun 2015

alokasi anggaran untuk pengentasan kqmiskinan mencapai Rp 135

trilyun (Kompas, 30 Septemb er 2O14). Anggaran pemerintah pada

tahun ZOf S selumlah 106,8 trilyuntersebutmerupakan jumlahyang

sangat banyak, sebagai gambaran PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Kablrpaten Bantul pid, trhrn 2013 hanya 226,4 M, sedangkan

pendapatan totalnyi 1,5 triliyun (terdiri dari PAD, bagi hasil' dana

perimbrngan, DAK, DAU, dan pendapatan yang lain) (http://www'
tantulkab.go.id/berita/19B3.html). fika dana penanggulangan

kemiskinan dibelikan mobil "rakyat" maka akan diperoleh 1.068-000

juta mobil yang bisa dibagi kepada keluarga miskin. fika keluarga

miskin tersebut dikumpulkan dalam satu daerah dan membuat

pemerintahan daerah sendiri, dengan anggaran seperti Kabupaten

Bantul, maka dimungkinkan terbentuk 71 kabupaten'

Data pengurangan angka kemiskinan di Indonesia dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:

Diolah

TABEL I

Pengurangan Angka Kemiskinan di Indonesia 2Ol2-2O14

aporan be uttp
Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 1970-2013

dan laporan beriudul Jumlah dan Persentase
Kemiskinan, lndeks Kedalamon Kemiskinan (P1

Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi, Maret 2014.

Penduduk Miskin, Garis

), dan Indeks KeParahan

Dari data tersebut muncul pertanyaan, siapa yang

No Tahun Angka Kemiskinan
(dalam Jiwa)

Selisih angka
kemiskinan (dlm

iiwa)
I 2074 28.280.010 Bertambah 21O.010 Rp 302-735

2 2013 28.O70.0O0 Berkurang 520.000 Rp 271-157

3 2012 28.590.000 Rp 258.911

40 Pribumisasi Pekerjaan Sosial
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bertanggungkawab atas "kebodohan" pengelola program
pengentasan kemiskinan (comdev) sehingga hasil programnya
lebih buruk daripada jika dana pengentasan kemiskinan langsung
dibagi ke masyarakat. Sebagai ilustrasi, garis kemiskinan tahun
2Ol4 adalah Rp 302.735 dan klaim penurunan kemiskinan tahun
2014 (versi kepala BPS) adalah 320.000 orang, maka kebutuhan
agar tidak dianggap miskin untuk 320.000 jiwa adalah (Rp 302.735
(garis kemiskinan) x 12 bulan (Rp 3.632.820)) x 320.000 orang
= Rp 1,16 trilyun. fika pemerintah punya dana 13,4 trilyun saja
(Program PNPM Mandiri) maka harusnya pengentasan kemiskinan
bisa berkurang lebih dari 10 kali lipat dari kondisi saat ini dengan
cara membagi-bagikan uang secara langsung fmenggaji orang
miskin), tanpa memikirkan program povergt reduction. Data ini
menunjukan bahwa program pengembangan masyarakat yang
ditempuh pemerintah saat ini tidak efektif.

Fenomena di atas tidak terlalu berbeda dengan temuan
Eny Haryati (2003) ketika memeriksa kebijakan pengentasan
kemiskinan di Indonesia mulai awal Indonesia merdeka sampai
masa reformasi. Ada korelasi antara sistem pemerintahan yang
dipilih dengan alokasi anggaran pemerintah untuk mengentaskan
kemiskinan, semakin demokratis suatu pemerintahan maka
anggaran yang dikucurkan untuk pengentasan kemiskinan semakin
besar dan berlaku sebaliknya. Namun anggaran yang besar dari
pemerintah tidak selalu diikuti efektifitas dan efisiensi program
dalam mengentaskan kemiskinan (Haryati, 2003). Anggaran yang
besar tidak diikuti dengan penurunan angka kemiskinan yang
signifikan. Dengan demikian muncul pertanyaan, bagaimana strategi
yang paling tepat untuk memanfaatkan anggaran pengurangan
kemiskinan sehingga hasilnya efektif dan efisien.

Peran Pemerintah dalam Pengembangan Masyarakat
Pemerintah sebagai pengeiowantahan dari negara merupakan

aktor yang kuat dan potensial karena punya sumber dana yang
besar untuk melakukan pengentasan kemiskinan, namun demikian
di banyak cerita negara gagal untuk mewujudkannya. Tania
Murray Li dalam bukunya The Will to Improve: Governmentality,
D evelopmen t, and The P rac ti ce of Politi cs (20O7) memaparkan bahwa
ada jarak yang lebar antara apa yang diniatkan (kehendak untuk
memperbaiki) dengan apa yang kemudian benar terjadi dalam
sejarah pembangunan di Indonesia. Niat baik untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat yang dilakukan pemerintah pada banyak

Garis
Kemiskinan
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peristiwa iustru membawa kesengsaraan yang berkepaniangan

dan menghasilkan persoalan-persoalan baru di masa depan- Tania

Li mengambil contoh pembangunan dengan program transmigrasi'
prog.r- ini mampu meningkatkan pendapatan, namun di masa

iekirang program ini turut andil dalam menciptakan kesenjangan

dan pertikaian sosial.

Di era yang lebih baru, niat baik pemerintah untuk memperbaiki

ternyata luga masih menimbulkan masalah. Pada tahun 2010

Merapi mengalami letusan hebat yang mengakibatkan beberapa

dusun hangus terbakar karena teriangan awan panas dan lahar

dingin. Banyak orang kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan yang

ut.i,r.ry" sebagai petani. Persoalan ini dirasakan pemerintah dan

direspon dengan program perlindungan sosial berupa penyediaan

hunian sementara (huntara) dan pembagian iatah hidup. Selain itu
pemerintah iuga memunculkan program pengembangan ekonomi

iewat budidaya lele agar petani tetap mempunyai pekeriaan'

Setiap satu Kepala Keluarga (KKJ pengungsi mendapat bantuan

terpal sebagai bahan membuat kolam lele berukuran 6 meter x 4

meiet 30 kilogram pelet untuk pakan, dan 2.400 ekor bibit lele

(www.travel.kompas.com 20 Februari 2011). Agar usaha dapat

berjalan baik maka dilakukan pengelompokan dalam Kelompok
Usaha Bersama (Kube) ternak lele. Kendati sudah mendapat
penyuluhan dan didampingi petugas, namun beberapa ekor lele

mati karena pengungsi tidak berpengalaman dalam ternak lele

menggunakan terpal. Beberapa orang juga lebih suka mencari uang

dengan menambang pasir karena hasilnya lebih pasti.

Tiga bulan berselang semua pengungsi panen lele, namun

akibat panen lele secara serentak menyebabkan harga lele turun'
Lele yang sebelumnya dijual Rp 16000 per kilogram, tiba-tiba
harganya menjadi Rp 8.000 karena lebih banyak penawaran

daripada permintaan. Beberapa kelompok untung Rp 50'000

selama 3 bulan dan beberapa kelompok yang lain membiarkan
lelenya tetap di kolam. Akibat dari turunnya harga lele secara

drasiis tidak hanya merugikan kelompok ternak lele di Merapi,

namun kelompok ternak lele di Bantul yang sudah mapan.iuga
mengalami kebangkrutan. Dari kasus ini dapat dikatakan niat baik
pemerintah untuk mengembangkan masyarakat tanpa dilakukan

iengan pembacaan situasi yang tepat dapat menghancurkan usaha

lain yang telah maPan.

Apakah fakta-fakta tentang ketidakberhasilan negara dalam

mengentaskan dan menyejahterakan masyarakat melahirkan

42 Pribumisasi Pekzriasn Sosial
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kesimpulan bahwa negara tidak perlu turut berperan dalam
pengembangan masyarakat? Ahmad Erani Yustika (2003) sampai
menulis buku berjudul Negara Vs Kaum Miskin. Dalam konteks
lndonesia, pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
tidak dapat mengabaikan peran pemerintah. Dua tugas pertama
negara menurut UUD adalah untuk melindungi segenap bangsa dan
memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian membicarakan
penanganan kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari peran negara,
hanya bagaimana pilihan strategi pemerintah yang tepat untuk
mengatasinya perlu dikaji secara lebih mendalam.

Pilihan Pendekatan
Amartya Sen dalam pengantar bukunya yang berjudul lhe

ldeo oflustice (Allen Lane, 2009) memberikan pemahaman tentang
pendekatan pembangunan dan keadilan lewat kisah sebuah
seruling. Serulingdalam kajian co mmunily development diibaratkan
sebagai kelangkaan asset atau dana dari program pemberdayaan/
pengembangan masyarakt. Dalam cerita tersebut, Sen meminta
kita membayangkan menemukan sebuah seruling dan karena yang
menemukan amanah maka seruling tidak dimiliki sendiri, namun
diumumkan ke masyarakat agar dimiliki oleh orang yang paling
tepat. Munculah tiga orang, Anne, Bob, dan Carla, yang membawa
proposal untuk mendapatkan seruling.

Anne merasa berhak mendapatkan seruling karena ia
merupakan orang yang paling pandai memainkan seruling
dan dengan memainkannya akan banyak orang yang terhibur
dan mendapatkan manfaat. Bob merasa lebih berhak karena ia
merupakan orang yang paling menderita, seiak kecil ia tidak punya
mainan sama sekali dan jika ia mendapatkan seruling tersebut
maka seruling tersebut merupakan mainan pertamanya kendati ia
tidak bisa memainkannya. Carla mengaiukan proposal lebih berhak
mendapatkan seruling karena ia merupakan pembuatnya. Dengan
melihat tiga proposal tersebut, kepada siapa seruling atau dana
pemberdayaan/pengembangan paling layak diberikan?

Pendekatan pemerintah pasca reformasi sampai saat ini
lebih condong ke arah keberpihakan kepada Bob. Pendekatan
ini menekankan bahwa alokasi distribusi anggaran negara yang
besar harus diberikan kepada si-miskin (pro poor budget). Dana
publik harus diberikan kepada kaum yang paling miskin dan
termarginalkan terlebih dahulu. Menurut strategi ini dibutuhkan
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kebiiakan afirmatif terhadap orang-orang Paling rentan agar
mereka berdaya dan mereka harus didahulukan kendati penerima
dana tidak punya ketrampilan untuk menggunakannya. Strategi
ini termasuk dalam model pembangunan yang berorientasi pada
kebutuhan dasar (basic need) (Tiokrowinoto, 1995: 26; Muslim,
2oo7).

Dilihat dari ketepatan sasaran, pendekatan ini paling presisi
karena penerima dana pengentasan kemiskinan terdiri dari
orang-orang miskin. Mereka langsung mendapat manfaat karena
dilibatkan dalam program. Strategi ini dimulai dengan langkah
pengorganisiran masyarakat miskin dalam kelompok-kelompok
yang kemudian didampingi dan diminta untuk membuat proposal
usaha. Salah satu ciri strategi ini adalah mensyaratkan anggota
kelompok minimal 75o/o ala} bahkan 100%o anggotanya adalah
rumah tangga miskin. Contoh intervensi ini antara lain Program
Kube (Kelompok Usaha Bersama) Kementerian Sosial dan CDMK
(Community Development Mengentaskan Kemiskinan]. Model
intervensi yang dilakukan menurut UU No 11 tahun 2009 ,uga
masuk dalam pendekatan ini karena hanya diberikan kepada orang-
orang yang menyandang masalah kesejahteraan sosial.

Dilihat dari hasil akhin proses pemberdayaan ini seringkali
berjalan lambat dan tidak berkembang. Dalam banyak kasus
kelompok sasaran akhirnya bosan karena usaha yang mereka geluti
tidak secara cepat mampu memberikan kontribusi ekonomi bagi
pendapatan keluarga. Hasil yang kecil dibanding dengan tekanan
kebutuhan yang semakin besar seringkali menyebabkan para
anggota kelompok menjual aset-aset produksi bantuan negara atau
lembaga donor tersebut. Di sini terjadi pengkerdilan usaha yang
makin hari asetnya makin berkurang dan akhirnya habis tanpa sisa.
Proses tersebut salah satunya disebabkan karena dalam kelompok
miskin tidak ada orang yang berpengalaman dalam pengembangan
usaha.

Strategi kedua adalah strategi (pendekatan) tidak langsung-
Model Anne, yaitu intervensi pemberdayaan/pengembangan
yang sasaran pertamanya tidak harus masyarakat marjinal atau
masyarakat miskin. Titik tekannya adalah intervensi pada orang
yang mempunyai potensi besar terutama soal kecepatan untuk
berkembang dan bermanfaat bagi orang lain. Pendekatan ini
menekankan pada munculnya pertumbuhan karena dengan
munculnya pertumbuhan akan ada rembesan ke b awah{trickle down
effect') yang akan membawa perbaikan keseiahteraan masyarakat,

Ro'fah, dkL 45

termasuk masyarakat miskin.

fika ada 100 orang yang akan diberdayakan, cukup diambil
satu atau dua orang terlebih dahulu. Dengan konsentrasi pada
sedikit orang maka perhatian dapat terkonsentrasi penuh. Ketika
satu atau dua orang ini telah berhasil maka dia dapat diminta untuk
turut serta membina pengembangan masyarakat di sekitarnya.
Belajar dari perkembangan sentra-sentra industri di beberapa
tempat nampak bahwa kemunculannya dimulai dari satu orang
yang punya motivasi berusaha yang tinggi atau dalam bahasa
David McCleland orang-orang yang punya virus N-Ach [need
of achievement) yang tinggi. Dengan motivasi berprestasi yang
tinggi mereka akhirnya berhasil dan keberhasilan inilah yang
menggerakkan perekonomian komunitas. Keberhasilan ini akan
membawa konsekuensi permintaan tenaga kerja dan bahan baku
kepada masyarakat sekitac bahkan memunculkan toko-toko kecil
yang menyediakan kebutuhan karyawan. Di banyak kasus, tenaga
yang telah bekerja kepada orang pertama ini bisa dimandirikan
atau keluar sendiri untuk meniru sehingga muncullah usaha-usaha
seienis dalam satu kawasan. Inilah yang disebut rembesan ke bawah
(trickle down effect).

Dalam logika trickle down effect akan muncul perubahan secara
otomatis tanpa digerakan akan muncul pertumbuhan. Dilihat dari
munculnya sentra-sentra usaha di Yogyakarta nampak bahwa
perkembangan dimulai dari satu orang (pendekatan individul.
Bahkan individu tersebut tidak harus berasal dari keluarga miskin.
Meskipun mereka tidak semuanya berasal dari kelompok miskin,
namun kontribusi mereka untuk mengentaskan kemiskinan
cukup besar. Iadi pengentasan kemiskinan dan pengembangan
masyarakat tidak harus dimulai dari orang-orang miskin. Namun
perlu diberi catatan, strategi-pendekatan pengembangan tidak
langsung ini punya masalah pada proses pemerataan pembangunan.
Meskipun demikian dalam kasus munculnya sentra-sentra usaha
di Dl Yogyakarta pemerataan dapat teratasi karena adanya proses
peniruan (imitasi) di masyarakat.

Strategi model Carla merupakan strategi top down yan9 paling
ekstrim, karena reward dan kebijakan dioreintasikan kepada orang
yang menghasilkan seruling atau orang-orang yang paling banyak
berkontribusi menghasilkan pendapatan bagi negara. Dengan
demikian kebijakan diarahkan kepada kebutuhan para pengusaha
yang biasanya diarahkan pada pembangunan insfrastruktur
transportasi sehingga akses produksi dan distribusi produk-produk
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dari pengusaha semakin lancar. Dalam strategi ini pemerintah
memprioritaskan pada pembangunan ialan, jembatan, ataupun

dermaga.
Strategi langsung model Bob cocok digunakan untuk program-

program yang berupa rehabilitasi sosial, iaminan ataupun
perlindungan sosial, namun cukup sulit diterapkan dalam program
yangsifamrapemberdayaan/pengembangan masyarakat Sebaiknya

model Anne cocok untuk program-program yang termasuk dalam

kluster pemberdayaan/pembangunan masyarakat'

Inti Plasma Sebagai Pendekatan Hibrida

lika kita memeriksa model ataupun strategi intervensi sosial
negara untuk mengatasi kemiskinan dari era kemerdekaan sampai
,.kr.u.,gr".ut gguhnyahampirsemua pendekatan didatangkan dari
barat. Piradigm top down model Rostow yang diterapkan di masa

Orde Baru berasal dari barat, demikian juga sebaliknya paradigm
pembangunan bottom up mulai dari PRA, PAR, empowerment,
Aset Base Community (ABC) Development iuga berasal dari Barat'

Dengan demikian sesungguhnya darimana konsep itu berasal bukan

menjadi masalah asalkan dapat efektif dan efisien dalam mengatasi
masalah kemiskinan. Persoalannya pendekatan-pendekatan
tersebut sampai saat ini tidak mampu menanggulangi kemiskinan
secara ampuh, apakah menemukan pendekatan yang paling tepat
untuk pengembangan masyarakat di tndonesia memang sebagai

suatu "mrssion impossible". Dibutuhkan adaptasi konsep-konsep
tersebut atau bahkan melakukan perpaduan konsep yang ada untuk
diambil sisi keunggulannya sehingga muncul pendekatan hybrid'

Strategi (pendekatan) tidak tangsung-Model Anne dengan

memberikan titik tekan intervensi pada orang yang mempunyai
potensi besar terutama soal kecepatan untuk berkembang dan
bermanfaat bagi orang lain merupakan pilihan yang paling tepat
untuk program pengembangan masyarakat. Namun pendekatan
ini harus dipadukan dengan pendekatan model Bob dengan

mengikutsertakan orang-orang miskin dalam program Model

ini memberikan afirmatif oction dengan cara dana bantuan
pengembangan akan diberikan kepada orang yang potensi

berkembang, asalkan ia melibatkan dan memberdayakan orang
dari kelompok miskin dengan ialan transfer pengetahuan kepada

mereka. Model ini dalam system perkebunan dapat disebut sebagai

strategi kemitraan inti plasma atau dalam konsepsi Orde Baru
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disebut pola bapak angkat.
Pada dasarnya pola ini merupakan refleksi kesediaan pihakyang

mampu untuk membantu pihak lain yang kurang mampu (pihak
yang memerlukan pembinaanJ. Oleh karena itu, pada hakikatnya
pola pendekatan ini merupakan wujud rasa kepedulian pihak
yang besar terhadap yang lebih kecil. Pihak yang mampu (bapakl
merupakan orang-orang yang punya keahlian untuk "memainkan
seruling" sehingga memberi manfaat kepada orang-orang miskin.

Proses pengembangan/pembangunan masyarakat dalam
pendekatan Inti Plasma dibagi dalam empat fase, yaitu:

L. Fase pertama, pemerintah berperan sebagai yuri yang
memeriksa, menilai, dan memberi masukan konsep proposal
dari pola bapak angkat yang diajukan masyarakat. Sebelum
masuk tahap penilaian, akses informasi akan adanya kompetisi
proposal ini harus dibuka lebar; semakin banyak orang tahu
maka akan semakin banyak proposal yang masuk dan semakin
inovatif konsep yang ditawarkan.

2. Setelah diperiksa, tahap selanjutnya (fase kedual proposal
tersebut diuii komitmennya terutama aspek fisibel terkait
pelaksanaan program. Fase pertama dan kedua ini lebih melihat
kesadaran dari masyarakat yang hendak diberdayakan.

3. Proses selaniutnya (fase ketiga) jika pemerintah merasa
proposal yangdiajukan tersebut baik maka dilakukan pemberian
kapabilitas (capocity development-) dan pemberian daya.
Pemberian kapasitas secara sederhana dapat diartikan sebagai
peningkatan kapasitas seseorang yang biasanya dilakukan lewat
pelatihan (live skilt). Sedangkan pemberian daya merupakan
pemberian stimulan di luar aspek manusia (SDMI yang antara
lain berupa pemberian modal usaha.

4. Fase keempdt dilakukan pembangunan iaringan untuk
memasarkan produk kemitraan ke masyarakat luas. Dalam hal
ini pemerintah dapat memainkan peran secara struktural lirwat
kebijakan atau memberi teladan untuk percepatan Program
pengembangan masyarakat. Sebagai contoh di Bantul, Bupati
mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Surat Edaran Nomor
535i6677 tertanggal 27 Desember 2013 yang meminta seluruh
rapat di Iingkungan Pemkab Bantul wa.iib menyuguhkan geplak
sebagai salah satu menunya. Dengan surat edaran ini maka
pangan tradisional (gepalak) yang mulai terdesak dari pangan
dengan bahan baku dari luar negeri mulai mendapat tempat

I
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lagi karena perlindungan pemerintah.

Proses transfer pengetahuan di mana plasma/anak belajar

pada inti/bapak inilah yang perlu didampingi oleh pengembang

masyarakat (pekeria sosial) sehingga plasma mampu berdaya dan

-r.rdi.i, tidal lagi mengalami ketergantungan dengan Sang Inti'

lika satu rekayasi ini berhasil maka akan dapat disebar ke daerah

iain. Strategi ini dimasa kolonial disebut sebagai strategi olie vlek

atau percikan minyak. Dalam strategi ini, dilakukan demonstration
plot yang memberikan model best practice keberhasilan program

y"ngakan ditiru sehingga nantinya menyebar luas di masyarakat'

ltraiegi ini sebenarnya iuga diadopsi di awal masa kemerdekaan

lndonisia (19521 dengan nama "Rencana Keseiahteraan Kasimo"

(Kosimo Welfare Plan) (Tjokrowinoto, ZO12: 34)'

Ukuran Keberhasilan Program Pengembangan Masyarakat

Di bagian pendahuluan dari tulisan ini memperlihatkan
secara tegis bahwa parameter utama keberhasilan program

pembangunan/pengembangan masyarakat adalah mengurangi

angka kemiskinan. Ada dua tipe orang atau rumah tangga yang

dinyatakan tidak miskin lagi, yaitu model pengurangan kemiskinan
yang nyata dan pengurangan kemiskinan yang semu' Model yang

p".t"*u ter.iadi keiika orang dikategorikan tidak lagi miskin

ketika terjadi peningkatan pendapatan sehingga sebuah keluarga

mempunyai daya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya. tvtodel yang kedua orang dikatakan tidak miskin lagi

,u.,p" ii mengalami peningkatan pendapatan, hal ini hanya terjadi
ka.Lna pemeiintah berhasil menghilangkan atribut kemiskinan

non-pendapatan, misalkan pemerintah membuat program bedah

,rrnih t"hi.,gga lantai rumahnya berkeramik, atapnya dari

lenteng, mempunyai listrik, punya sumun namun pendapatannya

:idak berubah-(palar Hatma Indra faya, 2017:243)' Tentu kondisi

rang ideal terkait dengan terhapusnya kemiskinan teriadi ketika

rda kenaikan pendapatan yang diikuti pemanfaatan dana tersebut

lntuk perbaikan infrastruktur (lantai, dinding, atap rumah-atribut
;ekunder kemiskinan).

Secara lebih operasional keberhasilan program pengembangan

nasyarakat akan nampak dari proses perbaikan yang nampak dari

ndikator:
l. TerpenuhinYa Kebutuhan Dasar

Tujuan pertama program intervensi sosial, baik yang berbentuk
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pengembangan, perlindungan sosial, jaminan sosial, ataupun
pemberdayaan masyarakat adalah terpenuhi kebutuhan dasar.
Maslow menamainya sebagai kebutuhan physiological yang berupa
pangan, sandang, kesehatan sebagai unsur utama kebutuhan dasar.
Untuk memenuhi kebutuhan dasar maka proses pengembangan
diharapkan dapat memberikan ketrampilan (skillJ sehingga
dengan peningkatan ketrampilan diharapkan terjadi peningkatan
pendapatan dan konsumsi keluarga,yang ukuran standarnya adalah
2100 kalori setiap hari.
2. Munculnya Kemandirian

Kemandirian secara umum dapat dikatakan sebagai kondisi
yang tidak tergantung dengan orang lain atau institusi manapun.
Program pengembangan masyarakat dikatakan berhasil jika
komunitas (plasma) yang dahulu tergantung pada lembaga lain
(intil saat ini mampu melakukan aktivitasnya sendiri. Dilihat dari
aspek ekonomi muncul kesadaran untuk mempunyai sifat berbagi
(filantropi; partisipasi) dan tidak tergantung pada dana pinjaman
usaha. Dalam konsep Islam ter,adi transformasi dari penerima
zakat (mustahiqJ meniadi pemberi zakat (muzakkiJ, dari yang
diberdayakan menjadi yang turut memberdayakan orang lain, dari
yang meminjam menjadi iadi penabung atau pemberi piniaman.

3. Keberlaniutan (sustainable) dan Perbaikan Program
Sustainable dimaksudkan program akan berlangsung terus

menerus, berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan
usahanya. Kegiatan yang sustainable akan selalu meningkat dan
tidak mengalami stagnasi (jalan di tempat).

Puncak dari indikator keberhasilan program pengembangan
masyarakat adalah tercapainya dasar filosifis pemberdayaan,
yailu helping people help themselues (membantu masyarakat untuk
membantu dirinya sendiri) atau menumbuhkan kemandirian.

Penutup
Ulasan di atas menuniukan bahwa dalam kajian communiry

development tidak perlu dibedakan pendekatan barat dan
lndonesia, toh meskipun saling bertolak belakang, sejak dulu
teori-teori pembangunan di Indonesia diambil dari barat. Namun
karena hasil penerapan strategi pembangunan tersebut tidak
efektif dan efisien maka perlu selalu dilakukan reformulasi strategi
sehingga menghasilkan formula baru yang lebih unggul (hibrida).
Hasil pembacaan saya terhadap data di lapangan dan strategi
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Xlembangunan yang pernah dipilih oleh pemerintah menghasilkan
pendekatan inti plasmayang merupakan proses percampuranantara
pendekatan pemberdayaan selama ini yang hanya diperuntukan
[agi orang miskin [model Bob) dengan memadukan dengan

pendekatan model Anne yang lebih memilih asas kebermanfaatan'
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